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Kepastian hukum dalam upaya penyel esaian sengketa merupakan faktor terpenting dalam terciptanya
perlindungan konsumen. Awal pergerakan perlindungan konsumen di dunia salah satunya berkaitan dengan
adanyarevolusi industri yang mengubah kedudukan konsumen dan pelaku usaha, perkembangan
industrialisasi dan globalisasi yang terjadi di Amerika Serikat dan Eropa yang dalam menyelesaikan

penyel esaian sengketa dilakukan dengan sengketa alternatif. Permasalahan dalam penelitian ini dimulai dari
bagai mana perbandingan proses penyel esaian sengketa konsumen di Amerika Serikat dan di Indonesia dan
bagaimana proses penyel esaian sengketa konsumen melalui penyel esaian sengketa alternatif di Indonesia
dilaksanakan untuk memperoleh kepastian hukum bagi konsumen di Indonesia. Metode penelitian yang
digunakan adalah penelitian doktrinal yang menggunakan pendekatan komparatif. Hasil dalam penelitian ini
adalah Perbandingan penyel esaian sengketa konsumen di Amerika Serikat dan di Indonesia, dalam hal
penyelesaian sengketa melalui sengketa alternatif, baik di amerika dan di Indonesiatidak ditemukan
perbedaan yang mendasar yang mengkhususkan terhadap konflik antara konsumen dan pelaku usaha. Di
Indonesia khususnya penyel esaian sengketa konsumen melalui alternatif dilaksanakan oleh BPSK sebagai
lembaga penyel esaian sengketa alternatif di luar pengadilan diberikan kewenangan yudikatif untuk

menyel esaikan sengketa konsumen berskala kecil dan bersifat sederhana. Secara kelembagaan BPSK
dibentuk berdasarkan adops dari model small claim tribunal, seperti yang ada di Amerika Serikat namun
pada akhirnya pembentukan BPSK didesain dengan memadukan kedua model small claim tribunal
diadaptasikan dengan model pengadilan dan model penyelesaian sengketa alternatif (alternative dispute
resolution-ADR) yang menggunakan ciri khas penyelesaian sengketa alternatif khas Indonesia. Namun pada
pel aksanaannya keputusan BPSK belum dapat mewujudkan kepastian hukum pada Pasal 54 ayat (3)
Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “Putusan Majelis bersifat final dan mengikat”,
yakni dengan menambahkan ketentuan bahwa Putusan BPSK wajib memuat irah-irah “Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’, dan lain sebagainya

...... Legal certainty regarding dispute resolution is the most important factor in the creation of consumer
protection. One of the early movements of consumer protection in the world was related to the industrial
revolution which changed the position of consumers and business actors, the devel opment of
industrialization and globalization that occurred in the United States and Europe which in resolving dispute
resolution carried out with alternative dispute. The problem in this research starts with how the consumer
dispute resolution process in the United States and |ndonesia compares and how the consumer dispute
resolution processin Indonesiaisimplemented to obtain legal certainty for consumersin Indonesia. The
research method used in this research is doctrinal research that uses a comparative approach. The resultsin
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this study are a comparison of consumer dispute resolution in the United States and in Indonesia, in terms of
dispute resolution through the courts, both in America and Indonesia there are no fundamental differences
that specialize in conflicts between consumers and business actors. In Indonesia, especially through
alternative consumer dispute resolution implemented by BPSK as an aternative dispute resolution
institution outside the court, it is given judicial authority to resolve small-scale and simple consumer
disputes. Institutionally BPSK was formed based on the adoption of the small claim tribunal model, asin the
United States but in the end the formation of BPSK was designed by combining the two small claim tribunal
models adapted to the court model and the alternative dispute resolution (ADR) model which uses typical
Indonesian alternative dispute resolution characteristics specifically in relation to the law assurance, Article
54, paragraph (3) of Law on Consumer Protection that reads “ The decision of Assembly shall be final and
binding”, and adding the provision that the decision of BPSK shall contain the heading “For the sake of
Justice under the One Almighty God”, and others.



